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bahwa Indonesia adalah negara hukum.' Negara hukum yang dimaksud 2
negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenard

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
terhadap Penegakan Hukum

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa

Abstrak

Tulisan akan menguraikan bahwa dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum
yang berlaku, diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan
kehakiman, Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting
negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelengzarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian atau kebebasan
kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dar pihak-pihak egtrg
judicial lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yvang kondusif
bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang judicial, vaitu dalam
memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak
vang berperkara, Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi
tiga macam, yaitu: (1) Kemandirian lembaganya/institusinya; {z) kemandirian
Prases Peradilannya; dan (3} Kemandirian Hakimnva. Pola penegakan hukum
dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebot
berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan
hukumnya dilaksanakan melaiui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula.
Mamun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memilki tingkat
spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penezakan
hukumya menjadi begitu kempleks dan sangat birokratis, Mandiri atau tidaknya
kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi vang dilakukan dimuka pengadilan.
Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam anti bebas dari campur tangan dan
pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TN
pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan
peradilannya dapat berjalan dengan baik dan obyektif. Demikian pula putusan-
putusan yang dijatuhkan relative dapa diterima lebib adil bagi para pihak yang
berperkara.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegd

' Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat I:a.:l.
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Jdilan. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka
diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman.
gejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum
alah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
ebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
“ﬁgﬂegakkan hukum dan keadilan.

~ Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara
Wra merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di SAMping MPR, DPR,
- siden dan BPK. Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasazn
_Eiéhakimﬁ“ berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain.
‘Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan
hakiman tingkatan lebih rendah. Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh
I{"ahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya
ﬁh oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.?

; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yaitu terwujud
,;_}__ﬁl_am kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam
m enjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan
hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum
e :jelenggaraan peradilan yang baik (general principles of proper justice)
ddlam menegakkan hukum dan keadilan, Hal ini berarti kekuasaan kehakiman
B merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara
"t‘lﬁti_tusinnal dalam UUD 1045, Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan
lj.‘h'konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara

“Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelengzaraan
¥ang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No.28 Tahun 1555, tentang
lenggaraan Negara Yang Bersih dan 8ebas Dari Karupsi, Kalusi dan Mepotisme, Pasal
Eyebutkan “Penyelenggara Megara adalah Pejabar Nepara yang menjalankan fungsi
ERUT, |egislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
=N penyelenggaraan negara sesua dengan ketentian peraturan perundang-undangan
El!fr[aku". Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita
NUangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan LUD 194 sebelum
AN, yang menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam pemerintahan dan datam hal
PNya negara falah semangal para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintaban”.

* Dalam pasgy 24 ayat (23 UUD 1945 disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan aleh

iEalr":'léll'hlcznn’|ah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

7 Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
N fata ysaha negara, 4an aleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Bab 1| Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 1o 5/d Pasal 26, UU No.g Tahun 2004, entang
i N Kehakiman; Lihat pula Kesimpulan seminar “Pemberdayaan dan Tanggungiowab
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tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara {eksekutif) untuk mMembatas; ar
mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah diiamin
oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang Merdegy
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upava uniuk Menjamiy
dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan SEWENANE-weny
dari pemerintah.

peradilan Tata Usaha MNegara, hanya mengadili sengketa tata usaha negra
antara rakyat dengan pejabat.®

geempat lingkungan peradilan di Indonesia semuanya berpuncak atau ada
-‘Eﬁlﬁawah Mahkamah Agung, yang merupakan peradilan tertinggi dincgara RI
leh karena itu Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan lertinggi
'5 perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang diletapkan dengan
_ﬁ_ﬁ;ﬁang-Undang. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir ole
-n_gadnan-pengadilaﬁ selain Mankamah Agung, kasasi dapat dimintakan pula
kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyal organisasi, administrasi
‘dan keuangan sendiri, Sekarang ini Mahkamah Agung diatur dengan UU No. 14
fﬁh“” 1985 dan perubahannya dalam UU Mo, 5 Tahun 2004,

ng.

sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan
kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkay
peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan
meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradifan
yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan

tersebut.t
Dalam penjelasan Pasal 1 Ul No 48 Tahun 200 disebutkan babwa kebebasan

!__Iam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutiak karena tugas hakim
%‘&alah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga
‘putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia,

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan Hakim didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Karena

kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasayaral penting bagi hakim
Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas

yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.’ Asas ini
'_Erarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas,
aitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur
ngan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan
ngadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan
! ngadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim
‘ 1 bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya
Hang peradilan.

dalam melakukan kegiatan yudicialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili
dan memutuskan perkara dipengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan
kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak extra judicial lainnya,
sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam
menjalankan tugas-tugasnya di bidang judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili
dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yvang berperkara.

Di Indonesia kebebasan hakim dijamin dalam konstitusi negara Indonesia.
yaitu UUD tahun 1945, vang selanjutnya diimplementasikan kedalam UU No. 48

tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ada empat lingkungan peradilan Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam,

yaitu:

1. Peradilan Umum, adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, Yang

o 1. Kemandirian lembaganyafinstitusinya

memeriksa dan mengadili baik mengenai perkara perdata maupun pef
pidana.
2. Peradilan Agama, hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian vang berkaitan dengan lembaga
_mla“"b’a itu sendiri, Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan

Islam .
4t dilihat dari beberapa hal:

bagi mereka yang beragama Islam.
3. Peradilan Militer, hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana
dilakukan oleh cknum militer. dan

»,laﬂE

Bambang Sutivoso, Reformasi Keaditan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 2010,
karta, Uil pres, hal 35

s - ;
iy Sudikno, Mertakusuma, Relevansi Peneguhan Wiika Profesi bagi Kemandirian Rekuasaan
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a) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan, garuh Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum

tembaga {ain atau tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan RED::_;; Hukum mempunyai posisi strategis da:.1 dnrnina_n dalam kehidupan masyarakat
kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau Iernl:.aga pmadlim% pangsa dan bernegara. Hukum sehigai .suam sistem, dapat I:rerperar? dengarT
ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh Iernhaga |a4 an benar ditengah masyarakat jika m_strurnen pelaksanaannya dilengkapi
tersebut, hal ini merupakan salah satu indicator bahwa lembaeg pEradHi:r: kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Secéra
lersebut tidak mandiri atau selidak-tidaknya lembaga peradilan iy k“fﬂ'né‘é: 7, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga
mandiri, ;

jp dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan

(equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak
htangan dengan hukum (due process of faw). Dalam penjabaran selanjutnya,
etiap negara hukum mempunyai ciri-ciri.

b) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkhis ke alas

secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur langan dan
mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan 'Em&as
peraditan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah dfat'ﬂr_:;
dalam peraturan perunda ng-undnagn, seperti memberikan Pengawasan kepada
pengaditan dibawahnya, maka hubungan hierarkhis antara lembaga atasay
dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan
disini, Yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan
tampur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah diluar tal-hal yang
sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, 4

Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka:
> legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun
warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.*

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat
i karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar
harus ditegakkan. Menurut Gustay Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/
N dalam penegakan hukum, vaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum
icherheit) dan kemanfaaran (Zweckmaigkeit).

2. Kemandirian Proses Peradilannya

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses Demeriksaar_i;
perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatubkannya. Parameter mandii
atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atay tidaknya camput
tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman wang dengg.
berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung
maupun fidak langsung.adanya intervensi tersebut apakah dapat mempﬁﬂﬂaﬂ.‘.
proses peradilan atau tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilanmy
tidak atau kurang mandiri, Sebaliknya, adanya campur tangan tersebut tern
lidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapart dikatakan mandiri.

Bcara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
erasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
dan mengejawantah dan sikap tindak sebagal rangkaian penjabaran nilai

khir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
lan hidyp,

Penegakan hukum dipengaruhi aleh tingkat perkembangan masyarakat,
hukum tersebut berlaku atay diberlakukan, Dalam masyarakat sederhana,
negakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang

3. Kemandirian Hakimnya B

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara rungﬁf
merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan P
peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkarﬂd-a
dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas mor@ i
komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnyd =

adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.

yﬂding-Undang Dasar Megara Repubiik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
i -

"jelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-
Dasar Negara Republite Indoresia Tabun 045 akarta: Sekretariat lenderal MPR R,
. 46

5 %uﬁtﬁv Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheir, dweckmaigkeit, dikutip oleh Shidarta
SAN Putusan Hakfm: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan kKemanfaatanm, dari buky
3 Peradilan dan Tanggung jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 20109, him. 2

Lo
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sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional ap
memilki tingkat spesialisasi dan diferensiasi vang begitu tinggi, pengurgaHESasian_
penegakan hukumya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

. mandiri dalam proses peradilannya Karena campur tangan dari pihak-pihak
diluar kekuasadn kehakiman, maka putusan-putan yang dihasilkan cenderung
jﬂk[“ dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak vang berperkara.
"gaﬂ demikian putusan-putusannya pun akan dirasakan relative kurang adil

Dari uraian dan pandangan di atas maka penegakan hukum dan keadilan inilap
1 merugikan salah satu pihak.

yang menjadi dasar filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar filosaf
untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim periy diber
kebebasan dari pengaruh kekuasaan ektra judisial dalam melaksanakan fungsj
dan kewenangan kekuaaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disaday
hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau Aukumfegq|
right} bukan kebebasan yang bersifat alami (natural right). 0Oleh karena ity kKetug
Mahkamah Agung mengatakan bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada.

"'- ‘palam hal ini patut diperhatikan pendapat darn Gustav Radbruch, bahwa
putusan pengadilan idealnya harus mengandung idée das rechr, yaitu aspek
.dilan (gerechtigkeit), aspek kepastian hukum {rechtssicherkeit! dan aspek
; ﬁanfaatan (eweechtmatigkeit). Ketiga hal tersebut harus diupayakan melekat
nada suatu putusan secara proporsional. Untuk dapat terpenuhinya suatu putusan
gaﬂ ketiga aspek tersebut, bukanlah hal yvang mudah bagi hakim. Suatu putusan
1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. akim dapat saja tingkat kepastian hukumnya tinggi akan tetapi belum tentu
2. Bebas dari paksaan siapapun, ‘dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan, Sebaliknya putusan
g adil, belum tentu mengandung kepastian hukum. Tapi apapun keadaannya,
ealnya ketiga aspek harus ada dalam putusan hakim.

3. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ektra vudisial»

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijaunkan
dari tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun, baik oknum, golongan dalam
masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang hiasanya
memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah
akan dirugikan.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral vang tinggi dalam memperhatikan
‘kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum wvang baik dalam
‘menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.® Sehingga selama penyelenggaraan
s peradilan mulal dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampal pada
san yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsi hukum
Sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendi adil dan dapat dipertanggungjawabkan putusan hakim pun akan mempunyai
dlitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga

derung akan menerima putusan vang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela
akan melaksanakar putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan
“1dn masyarakat. Proses keadilan pun menjadi relative lebih cepat, karena pihak-
2K yang berperkara sudah bisa menerima putusan tersebut, sehingga tidak periu

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi ‘fﬂﬂgf *SEtmengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi,

dilakukan dimuka pengadilan, Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam art

mempunyai makna yvang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan
dan petentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusanakan
suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati olef
banyak pihak bahwa keadilan itu menjadi twjuan yang hendak dicapai dari
kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan.

N Ao, Peny
bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaal b ; tup

kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan atasan maupun pihak-pinak lainnyd:
maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik daf
obyektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relative dapa diteﬂf"a:"
lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang:

Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya
€nsi dari pihak-pihak extra judicial lainnya, sehingga dapat mendukung
Nya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya
aNg judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa
~ diajukan oleh pihak-pihak yvang berperkara. Kemandirian kekuasaan

" Ketwa Mahakamah Agung RBI, Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Meﬂﬂfﬂpw-‘-

Merafsirkan dan Melaksanaran Tegoknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel KEbEh;T.I l."l .
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kehakiman dapat dibedakan menjadi liga macam: kemandirian lfmhaganm
institusinya, kemandirian proses peradilannya, kemandirian hakimnya.

Pola penegakan hukum dipengaruhi cleh tingkat perkembangan maSyaTakaL
tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Maka penegakan Hukum dan
keadilan inilah yang menjadi dasar filasefi dari kemandirian hakim ini. Mengjnga[
dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim
perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ektra judisial dalam melaksanakan
fungsi dan kewenangan kekuaaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan iy harus
disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum
(legal right) bukan kebebasan yang bersifat alami.
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Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Guru

Johan Jasin

Abstrak

palam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah LD
NRI Tahun 1945, pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas, unggul dan memiliki daya saing menjadi peEnting.
Perwujudan tujuan tersebut ditentukan oleh banyak komponen, di antaranya
adalah guru. Sebagal warga negara, guru memiliki hak kenstitusional wang harus
dilindungi ofeh semua elemen bangsa. Tetapi hak dimaksud Yang secara yuridis
noermatif tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945 memerlukan penjabaran melalyi
kebijakan vang tertuang dalam regulasi seperti: Undang-Undang Nomar 14
Tahun 2o05 Tentan_g Guru dan Dosen. Kehadiran regulasi ini belum sepenunnya
menciptakan rasa aman dan ketenangan sury dari perlakuan peserta didik,
ancaman dan intimidasi orang tua atau masvarakat tainnya. Oleh sehab ite atas
perintah undang-undang, organisasi prafesi gurd (PRI membentuk DEG yang
menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik dan LKBH selaku pedamping ketika
BUry lersangkut persoalan hukum, Selain ity sebagai acuan aparat kepolisian
dalam menindakianjuti perlindungan gury dan profesinya, PE PGRI bersama
Kapalri menyusun nota kesepahaman yang dalam tataran implementasinya
memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait dan organisasi
profesi, sehingga seluruh aparat kepalisian mampu merealisasikan  tanggung
Jawabnya secara konsisten dan konsekuen demi guru wang profesional, sejahtera
dan terlindungi yang senantiasa memikirkan masa depan pengembangan sumber
daya bangsanya.

ndahuluan

- Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa salah
U tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas tersebut
E&itan erat dengan persoalan pendidikan (formal dan non formal) sebagai
___.Puan harapan bangsa untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia
,_F.herkualitas sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Kualitas sumber
“¥d Manusia, terutama kemampuan berkreasi,berinovasi dan analisis merupakan

’ Penentu dalam pengelolaan sumber daya alam. Peter Druker sebagaimana
_ﬂp_uieh Mutrofin mengatakan : ekonomi masa depan adalah ilmu pengetahuan,
Udnya seluruh aktivitas ekonomi merupakan aktivitas padat ilmu. Dengan
Kian keandalan sektor pendidikan menjadi kunci masa depan [1]. Sebagai

U






